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ABSTRAK
MURY ALFANDI (B11109413),” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus Nomor Putusan 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka), (dibimbing oleh
Muhadar Selaku Pembimbing I dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II)”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri 
Kolaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa : 1) Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan 
dengan dakwaan primair pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal 
ini sudah sesuai sebab Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 
yang dibarengi dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 2) 
Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang dituntut Jaksa 
penuntut umum sebab hakim memiliki pertimbangan yang lain mengingat 
usia Terdakwa yang masih tergolong anak.
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A. Latar Belakang Masalah
Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok 
untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat 
perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. 
Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku 
serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 
yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang 
berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis 
moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga 
mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal 
tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan 
meningkatnya pengangguran. 
Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma 
2atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 
kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar 
kebutuhan tersebut  dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada 
yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat 
memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari 
media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi 
kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena 
kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.
Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka 
berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang 
sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan
sampai mengakibatkan kematian dalam hal ini yang dilakukan oleh anak. 
Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan anak adalah dari faktor ekonomi keluarga,
kurangnya pengawasan orang tua/wali, rendahnya tingkat pendidikan, 
meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, 
mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.
Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII 
Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang 
unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363
tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian 
3ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 
tentang pencurian dalam keluarga. Anak sebagai pelaku tindak pidana 
dibedakan ancaman hukumannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan tersebut sangat jelas dalam 
menentukan sistem pemidanaan terhadap anak. Pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 Pasal 22, adalah : 
1. Pidana pokok dan pidana tambahan.






3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan
berupa perampasan barang- barang tertentu dan atau
pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk  dan tata cara pembayaran 
ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap tindak pidana pencurian 
dibarengi dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak sekaligus alasan 
atau yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul skripsi:
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor Putusan : 117/pid.B/2011/PN.Kolaka )
4B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan 
pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak
Nomor Putusan : 117/ pid.B / 2011 / PN. Kolaka ?
2. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian 
dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak ?
C. Tujuan Penelitian
Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan 
apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan 
memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 
dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul ini
adalah:
1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh 
Anak Nomor Putusan: 117/ pid.b / 2011 / pn. Kolaka
2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan 
Kekerasan yang dilakukan oleh Anak.
5D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian yang tersebut di atas adalah:
1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang 
ada di masyarakat.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi 
kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan  di Pengadilan 
Negeri Kabupaten Kolaka pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat 
hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya Negara 




1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai 
istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering 
menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Menurut Simon (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa 
pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab”.
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 
99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”.
7Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa 
pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi  berupa sanksi 
pidana.
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung 
tiga unsur yaitu:
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang;
8b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut:
a. Unsur subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada 
kesalahan” (Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 
(tiga) bentuk, yaitu:
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn), dan
c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis).
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Tak berhati-hati, dan
92) Dapat menduga akibat itu.
b. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang 
sebagai berikut:
1) Perbuatan manusia, berupa:
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan).
2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya.
3) Keadaan-keadaan (circumstances)
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
hakim di pengadilan.
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10)     
menjelaskan bahwa:
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Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan.
Seorang ahli hukum yaitu Simon (Andi Hamzah, 2004: 88), 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
a. Diancam pidana oleh hukum;
b. Bertentangan dengan hukum;
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas 
perbuatannya.
B. Pengertian Anak
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia. 
Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan 
belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak: 
a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana:
KUHPidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 
yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini 
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sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata:
Dalam KUHperdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak 
yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. 
c. Pengertian anak menurut Hukum Islam:
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau 
belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk 
berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau 
dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :
- Telah berumur 15 (Lima Belas) tahun 
- Telah keluar air mani bagi laki-laki 
- Telah datang haid bagi perempuan 
Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, Penulis 
juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, 
sebagai berikut : 
d. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(1) menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.” 
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e. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 
(1) sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 
Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas 
bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana 
adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki 
kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi 
anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 
tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan 
mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat 
(2) UUD 1945. 
f. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 
ayat (2) sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah. 
g. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Anak 
adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
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h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi anak yang Mempunyai Masalah. Menurut 
ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 
21 tahun dan belum pernah kawin.
i. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak 
(Convention on The Right of The Child) Pengertian anak menurut 
konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut 
beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi 
hak anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia di 
bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-
undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.
Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak 
yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak 
pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana) orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan 
kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, 
penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, 
pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta 
anggota masyarakat disekitarnya. 
Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan 
usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso
(Nashriana, 2011: 12)  terbagai menjadi lima tahap, yaitu : 
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a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; 
b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun; 
c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun; 
d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia17-21 tahun; 
e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan 
maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-undang perlindungan anak yaitu anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin 
dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
C. Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan 
meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya 
meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat 
yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian 
diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
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pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah”.
Didalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, Hal ini 
dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah 
yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan. 
Didalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana 
pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah 
suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. 
Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab 
ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada 
pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah 
setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur objektif dari tindak pencurian 
adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian 
milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya 
adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Didalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak 
pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang  unsur -
unsur dari tindak pidana tersebut. Arti tindak  pidana menurut Wirjono 
Prodjodikoro (1989: 13) didalam buku karangannya menyebutkan unsur 
khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang 
lain untuk dimilikinya.
Muladi  dan  Barda Nawawi (1992: 16) mengemukakan bahwa arti 
dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari 
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tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang 
unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.
Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana 
pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, 
sehingga penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah 
perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara 
melawan hukum.
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian
KUHP mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam  
klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku
ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367
KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :
a. Pencurian Biasa
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362
KUHP yang menyatakan :
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan  hukum, diancam  karena  pencurian,   dengan  
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah”.
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur
tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :





4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain
b) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :
1. Dengan maksud
2. Untuk memiliki barang / benda tersebut untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terbutki telah memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan
Pasal 362 KUHP.
Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan
tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 
362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal 
lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus
dilakukan dengan  sengaja,  yakni karena undang-undang pidana yang 
berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan
dengan tidak sengaja.
b. Pencurian Dengan Pemberatan
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal 
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang 
dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu  pencurian yang  dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat 
lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula 
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dari pencurian biasa.
Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang 
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena 
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang 
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang 
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya.
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat 
dipaparkan sebagai berikut : 
1. Pencurian  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  
363 KUHP.
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai 
berikut :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
Ke-1 pencurian ternak
Ke-2 pencurian  pada  waktu  ada  kebakaran,  letusan,  banjir, 
gempa bumi,  atau gempa laut, gunung  meletus, 
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,
huru hara, pemberontakan atau bahaya perang
Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup  yang  ada rumahnya,  yang  
dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama-sama
Ke-5 pencurian  yang  untuk   masuk  ke  tempat   melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak  
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan
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salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana
paling lama Sembilan tahun.
2. Pencurian  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  
365 KUHP.
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam Pasal  365 KUHP. Jenis pencurian ini  lazim disebut dengan
istilah “pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah
“curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini 
adalah sebagai berikut :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah  
pencurian, atau  dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta  lainnya,  
atau  untuk  tetap   menguasai  barang   yang dicurinya.
(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun :
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam
sebuah rumah atau  perkarangan tertutup  yang  ada 
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau
trem yang sedang berjalan.
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama.
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan 




Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanaya menjadi 
diperingan.
Pencurian ringan di  dalam KUHPidana diatur  dalam ketentuan 
Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini dalah 
pencurian dalam keluarga.
Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian 
ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan 
delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat ditunutut
apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis
pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya
pengaduan untuk penuntutannya. Dengan demikian terdapat dua bentuk
pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP.
1. Pencurian Ringan
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, 
yang menyatakan :
Perbuatan yng diterangkan dalam Pasal 362 dan 
Pasal 363  ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan
dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari
dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan,
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak enam puluh rupiah.
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur- unsur 
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pencurian ringan adalah :
a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; atau
c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan 
masuk ke dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai 
benda yang hendak  diambilnya, orang yang bersalah
telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan
atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau
jabatan palsu. Dengan syarat :
1) Tidak     dilakukan     didalam     sebuah     tempat 
kediaman/rumah.
2) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah.
2. Pencurian Dalam Keluarga
Pencurian  dalam  keluarga  diatur  dalam  ketentuan  
Pasal  367 KUHP yang menyatakan:
(1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan
dalam bab ini adalah suami atau isteri dari orang yang
terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat
itdur atau terpisah harta kekayaaan, maka terhadap 
pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan 
tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja  
dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika 
dia keluarga sedarah atau semeda, baik dalam garis 
lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua,
maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan
penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena 
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kejahatan.
(3) Jika menuntut lembaga matriarlkhal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka
aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367
KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik
pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian
dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau
isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian
terhadap harta benda isteri atau suaminya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami
isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak 
terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta
kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang
dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan 
Kekerasan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan pencurian dengan 
kekerasan maka akan dibahas dahulu mengenai kejahatan itu sendiri. 
Seperti telah dimengerti bahwa pengertian kejahatan luas sekali dan 
seperti yang diketahui juga bahwa hukum  pidana berpokok pada 
perbuatan yang dapat dipidana dengan   pidana. Mengenai perbuatan 
yang dapat dipidana yaitu perbuatan jahat atau kejahatan yang 
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merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum  pidana dalam arti yang 
harus dibedakan (Sudarto, 1987 : 38)
1) Perbuatan jahat atau kejahatan sebagai gejala masyarakat 
dipandang secara bagaimana terwujud dalam masyarakat (dalam 
arti kriminologis).
2) Perbuatan jahat atau kejahatan sebagaimana terwujud dalam in 
abstrakto dalam peraturan - peraturan pidana (dalam arti hukum 
pidana).
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana pencurian maka 
sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan kekerasan maka 
harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan, dan hal ini dapat 
dilihat dari berbagai pendapat, misalnya pendapat dari Leden Marpaung 
yang merumuskan arti dari kekerasan (Leden Marpaung, 2002: 25) adalah
setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan 
(tenaga badan adalah kekuatan fisik).
Pendapat R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah 
menggunakan tenaga phisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah 
(R. Soesilo, 1984: 123).
Sedangkan di dalam KUHP Pasal 89 hanya mengatakan tentang  
melakukan kekerasan saja, dan bunyi dari Pasal 89 KUHP yaitu yang 
disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang 
menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di atas yang 
dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
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dengan suatu tenaga  atau kekuatan yang lebih dari biasanya dan 
menyebablan orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya. (Muladi. 
1998 : 119 ) 
Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat 
macam (Leden Marpaung, 2002: 70) yaitu:
1) Kekerasan legal, merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum 
Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2) Kekerasan yang secara sosial, memperoleh sanksi suatu faktor 
penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan 
atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan 
seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.
3) Kekerasan rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal 
akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang 
dipandang rasional dalam kontek kejahatan. Misalnya: lalu lintas 
narkotika.
4) Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence), kekerasan 
yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa     
memperlihatkan motiavasi tertentu dan pada umumnya korban 
tidak dikenal oleh pelakunya.
Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam 
KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat 
pada pembagian  tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi 
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dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan 
Buku III KUHP.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
adalah sebagai berikut:
 Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP,
adalah :
1) Pencurian;
2) Didahului atau disertai atau diikuti;
3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
4) Terhadap orang;
5) Dilakukan dengan maksud :
a. Mempersiapkan atau;
b. Memudahkan atau;
c. Dalam hal tertangkap tangan;
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau 
peserta lain;
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP,
adalah :
1) Waktu malam;
2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
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rumahnya;
3) Di jalan umum;
4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP,
adalah :
1) Dua orang atau lebih;
2) Bersama-sama.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP,
adalah :
1) Didahului, disertai, atau diikuti;
2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3) Dengan maksud mempersiapkan;
4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;
5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2)   ke-4  
KUHP,  adalah  “mengakibatkan  luka  berat”. Pengertian luka berat
diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan 
sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas,
jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
3) Kehilangan salah satu panca indera.
4) Mendapat cacat berat.
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5) Menderita sakit lumpuh.
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, 
adalah :
1) Didahului, disertai atau diikuti;
2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3) Mengakibatkan kematian.
 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP,
adalah :
1) Mengakibatkan luka berat atau;
2) Kematian;
3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4) Dengan bersekutu;
5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.
3. Unsur Kekerasan
1) Pengertian unsur kekerasan
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan 
yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan 
adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam 
memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, 
mengikat, menahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP 
dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau 
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tidak sadarkan diri daeri perbuatan yang menimbulkan orang tidak 
berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan.
Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada seseorang dan 
seseorang itu tak perlu pemilik barang, melainkan pelayan rumah atau 
orang yang menjaga rumah.
2) Pengertian unsur ancaman kekerasan
Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap 
perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa 
takut atau cemas pada orang yang diancamnya.
3) Pengertian unsur  didahului kekerasan atau ancaman kekerasan
Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan 
adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, 
perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan unsur subyektif pencurian.
4) Pengertian unsur  disertai kekerasan atau ancaman kekerasan
Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman 
kekerasan adalah penggunaaan kekerasan atau ancaman kekerasan 
ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan 
kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud 
untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian.
5) Pengertian unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan.
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Penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah 
pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi 
diri sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin 
pemilikan atas barang hasil pencuriannya.
6) Pengertian unsur tertangkap tangan
Yang dimaksud dengan tertangkap tangan atau pengertian 
tertangkap tangan adalah:
- Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui;
- Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya 
diketahui;
- Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang dikejar
khalayak ramai sebagai pelakunya;
- Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau surat 
yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.
E. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana.
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Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan 
bahwa:
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara.
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 
2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau 
ciri-ciri sebagai berikut:
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman.
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan 
sebagai berikut:
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
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hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata.
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim.
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu sebagai berikut:
a. Teori absolut atau teori pembalasan;
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien).
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori 
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:
a. Teori absolut atau teori pembalasan
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima 
pembalasan.
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Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan 
bahwa:
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya.
b. Teori relatif atau teori tujuan
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini 
antara lain Paul Anselm van Feurbach.
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan 
kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, 
yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 
menjadi baik kembali.
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), 
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi 
si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku 
kejahatan.
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Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dan pendidikan.
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah 
bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih 
baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan 
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur 
yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai 
tujuan ganda, yaitu:
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga 
konflik yang ada dapat selesai;
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan 
dilarang untuk merendahkan martabat manusia.
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3. Jenis-Jenis Pidana
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi 
dua, yaitu:
1. Pidana pokok, dan 
2. Pidana tambahan.
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan.
a. Pidana Pokok
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut:
1) Pidana mati
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175), tujuan hukuman mati 
selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman 
mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
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Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Militer.
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi
dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum penetapan 
presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.
Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini,
secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. 
2) Pidana penjara
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan 
bahwa:
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.
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3) Pidana kurungan
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.Menurut 
Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai 
berikut:
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan 
hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan 
seseorang.
4) Pidana denda
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana.Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.
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b. Pidana Tambahan
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok.
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut:
1) Pencabutan hak-hak tertentu
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
2) Perampasan barang tertentu
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
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hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan.
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu:
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas.
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam undang-undang.
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita.
3) Pengumuman putusan hakim
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa:
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas
dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana 
tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, 
dan Pasal 405 KUHP.
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F. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak
1. Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak
Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya   lebih 
ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan
kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak 
pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama
dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik  bagi
anak ( the principle of the best interests of the child ) dan tidak
terabaikannya kesejahteraan anak.
2. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak
Anak-anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus
lebih bersifat mendidik dan membina anak  kearah kehidupan yang 
lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada
hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan
sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.
Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang 
belum dewasa, antara lain:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara seumur hidup;
c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim..
Pasal 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang perlu
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diperhatikan disini yakni, ada dua alasan penahanan terhadap para 
pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu :
a. Untuk kepentingan anak
b. Untuk kepentingan masyarakat
Penahanan merupakan upaya terakhir  yang ditempuh dan
diambil oleh hakim dalam menyelesaikan  kasus Anak Nakal. Artinya
sebagai upaya terakhir adalah sebagai berikut :
Penahan lebih sering banyak  mudarat daripada manfaatnya. 
Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi anak dan
bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam hak  
anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak” (UU 23/ 2002
tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (b)).
G. Pertimbangan Hakim
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis
Pertimbangan normatif adalah pertimbangan hakim yang fokusnya 
dengan memendang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang 
mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan 
hukum.
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Hal itu dapat dilihat 
sebagai berikut:
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1) Dasar Pemberatan Pidana Umum
Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal yaitu 
pemberatan pidana karena jabatan (Pasal 52 KUHP), menggunakan 
sarana bendera kebangsaan (Pasal 52 ayat (1), dan recidive
(pengulangan tindak pidana).
Berikut Penulis akan menguraikan satu persatu tentang dasar 
pemberatan pidana umum, yaitu sebagai berikut:
a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut:
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga.
b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan
Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut:
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut dapat ditambah sepertiga.
c. Recidive (pengulangan tindak pidana)
Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai 
berikut:Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-
tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
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pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487,dan Pasal 488 
KUHP. Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 
487, dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana 
khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat 
(2) KUHP.
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimun pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain di luar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) 
pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimun, tetapi banyak yang tidak menyebut 
“dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan 
menambah lamanya saja.
d. Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus)
Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum 
pidana, yaitu concursus idealis, concursus realis,dan Delictum 
Continuatum /Voortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu 
adalah sebagai berikut:
a) Concursus idealis(perbarengan peraturan)
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Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk 
kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai 
gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan 
meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem 
pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan 
disebutkan:
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara 
aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang 
khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.
b) Concursus realis(perbarengan perbuatan)
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana.Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai 
dengan Pasal 71 KUHP.  Sistem pemberian pidana bagi 
concursus realis ada beberapa macam, yaitu:
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana 
pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana 
dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak 
boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah 
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sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi yang 
dipertajam.
- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan  pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman 
pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana 
terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak.
- Apabila berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem 
kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. 
Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 
1 tahun 4 bulan kurungan.
- Apabila berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 
302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 
Pasal 352 (penganiayaan ringan), pasal 364 (pencurian 
ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 
(penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), 
maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan 
maksimum pidana penjara 8 bulan.
c) Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling (perbuatan 
berlanjut)
Perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila 
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seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau 
pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), 
kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut” adalah:
- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama 
macamnya, dan
- Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak 
terlalu lama.
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 
menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan 
pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan 
ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 
(2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan 
perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP 
merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan 
ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal373 
(penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan barang 
ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
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2) Dasar Pemberatan Pidana Khusus
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
ancaman maksimun pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut 
dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain.
Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari 
bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan 3 (tiga) macam 
cara:
a) Dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk 
pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Misalnya penganiayaan 
pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), 
unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang 
dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
b) Dengan mencantumkan pada pasal diluar pasal atau yang lain dari 
rumusan bentuk pokoknya. Misalnya penggelapan yang dilakukan 
oleh orang yang menguasai benda karena hubungan kerja 
pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu Pasal 374 
KUHP atau yang dilakukan oleh orang yang karena dititipkan 
dengan terpaksa, atau oleh wali, waris, pengurus lembaga sosial 
atau yayasan terhadap benda yang dikuasainya menurut Pasal 375 
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KUHP masuk dalam kelompok jenis atau bab kejahatan 
penggelapan.
c) Menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal 
mengenai jenis tindak pidana yang sama. Misalnya pada dasar 
pemberatan pidana kejahatan pemerasan menurut pasal 368 
KUHP masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar 
pemberat pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 ayat (2) 
dalam Bab XXIII KUHP.
b. Dasar-dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar diperingannya pidana khusus 
sebagai berikut:
1) Dasar diperingannya pidana umum
Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal 
yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan.
Berikut akan penulis uraikan satu persatu perihal diperingannya 
pidana umum, yaitu sebagai berikut:
a. Berdasarkan KUHP yaitu belum berumur 16 tahun
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Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana. Tentang 
hal-hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan 
Pasal 47 KUHP. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 
tahun 1997 Tentang Peradilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak 
berlaku lagi.
b. Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimun terhadap si pembuatnya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimun pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan 
adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk 
undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang 
gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang 
artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku 
pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya 
mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.
2) Dasar diperingannya pidana khusus
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
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tindak pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam 
Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP.
2. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan 
KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam 
pemidanaan, hakim mempertimbangkan:
1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga.
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu 






Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kolaka. Dan 
sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masalah meningkatnya 
tindak pidana pencurian dengan kekarasan diwilayah hukum tersebut.
Berdasarkan data yang didapatkan dari pengadilan negeri kolaka tercatat 
ada sebanyak 232 perkara pidana pada tahun 2009, 283 perkara pidana 
pada tahun 2010, dan 324 perkara pidana pada tahun 2011.
B. Jenis dan Sumber Data
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang 
dianggap mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim.
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 
literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta 
dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut:
1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan 
pembahasan ini.
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari:
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan 
dengan objek penelitian.
b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 
internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang 
menggambarkan pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur penganiayaan 
yang dilakukan oleh seseorang dan pertimbangan hakim dalam





A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 
117/Pid.B/2011/PN.Kolaka.
Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materil pada perkara Putusan Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar 
Putusan yaitu sebagai berikut : 
1. Identitas Terdakwa
Identitas Terdakwa kasus Pencurian dengan kekerasan Putusan 
Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka sebagai berikut :
Nama lengkap : JUNIANTO alias JUNI bin M. SOLEH MULUD
Tempat lahir : Duriasi 
Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 17 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat tinggal :Desa Polinggona, Kec. Poliggona Kab. Kolaka 
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
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2. Posisi Kasus
Kasus Pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu 
tangal 26 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 WITA pada bulan Maret tahun 
2011 di Desa Polinggona Kec. Polinggona Kab. Kolaka dimana daerah 
tersbut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, 
dengan  Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. SOLEH MULUD dan 
korbannya adalah ANDI ARJUN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dan 
berawal ketika Terdakwa hendak pergi ke pasar Polinggona untuk 
membeli celana namun uang yang Terdakwa miliki tidak cukup sehingga 
timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang di dalam 
rumah saksi korban ANDI ARJUN dan ketika Terdakwa melihat rumah 
saksi korban ANDI ARJUN dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa 
masuk ke dalam rumah saksi korban ANDI ARJUN melalui pintu depan 
warung jualan yang terbuka dan tembus pada ruang makan kemudian dari 
arah depan Terdakwa melihat saksi korban ANDI ARJUN sedang berada 
di dapur sementara buang air kecil sehingga ia masuk secara sembunyi-
sembunyi sambil membawa sebilah badik yang Terdakwa simpan pada 
pinggang sebelah kiri Terdakwa.
Setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa 
langsung menuju kamar tidur saksi korban dan selanjutnya langsung 
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membuka pitu lemari pakaian yang tidak terkunci dan menemukan uang 
pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 
uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) 
lembar pada bagian bawah rak lemari pakaian tersebut lalu kemudian 
Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya dan langsung
membuka lemari yang kedua namun menimbulkan suara ribut dan secara 
tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar dan  mendapati Terdakwa 
yang sedang berada di depan lemari pakaian. 
Dengan melihat Terdakwa selanjutnya saksi korban mengambil 
pisau sabit yang berada dalam kamar dan mengarahkannya kearah 
Terdakwa, namun Terdakwa berusaha menangkisnya sambil menangkap 
tangan dan mendorong saksi korban yang mengakibatkan pisau sabit 
yang saksi korban genggam terjatuh ke lantai, dimana selanjutnya 
Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan dari pinggang kiri 
Terdakwa lalu menikamkan badik tersebut ke arah bagian perut  saksi 
korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri 
namun saksi korban memegang kerah baju sehingga Terdakwa kembali 
menikam berkali-kali dan secara membabi buta ke arah tubuh saksi 
korban sehingga saksi korban berteriak meminta pertolongan lalu setelah 
itu saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Teriakan saksi korban tersebut terdengar oleh saksi HASNIASA 
yang pada saat itu akan berbelanja di warung saksi korban, Namun saksi 
HASNIASA tidak melihat dimana keberadaan korbansehingga meminta 
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saksi ANDI AMIR agar memeriksa rumah saksi korban yang selanjutnya 
saksi ANDI AMIR dan saksi TAHERON masuk untuk memeriksa rumah 
korban dan melihat korban terbaring pada lantai kamar mandi dalam 
keadaan meninggal dunia, dimana saksi ANDI AMIR meminta saksi 
TAHERON agar menjemput istri korban dan setelah istri korban dijemput, 
saksi TAHERON kembali ke dalam kamar dan melihat darah bekas 
telapak tangan di samping tempat tidur sehingga saksi melihat ke arah 
bawah tempat tidur dan menemukan Terdakwa yang sedang 
bersembunyi. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI 
ARJUN mengalami:
- Luka di dahi ukuran 2 cm sedalam 2 cm;
- Luka di pipi sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 2,5 cm;
- Luka di wajah sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 2 cm;
- Luka di leher sebelah kanan sebanyak 3 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 3 cm;
- Luka diwajah sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 2 cm sedalam 
3 cm;
- Luka dileher bagian belakang sebanyak 6 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 3 cm;
- Luka di lengan sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 2 cm;
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- Luka di lengan sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 3 cm 
sedalam 2 cm juga ditapak 1 luka dengan ukuran 5 cm sedalam 0,5 
cm;
- Luka di dada sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 3 cm;
- Luka diperut bagian atas pusat sebanyak 1 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 5 cm, di bagian bawah pusat sebanyak 2 dengan ukuran 
masing-masing 2 cm sedalam 15 cm serta didapatkan bagian 
dalam perut keluar;
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus 
bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan 
unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk 
uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain 
uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan 
harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang 
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dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan 
dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta 
(medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya 
sebagai pembantu.
Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan 
yaitu:
a. Surat dakwaan tunggal
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut 
Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila 
terdakwa telah melakukan perbuatan “Pencurian biasa” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 364 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan 
Pasal 364 KUHP.
b. Surat dakwaan subsider
Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik 
yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. 
Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus 
dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal 
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ini pembuat dakwaan bermaksud agar terdakwa tidak lepas dari jeratan 
hukum.
c. Surat dakwaan alternatif
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip 
dengan bentuk surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah 
beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus 
dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim
tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan 
tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering 
terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan 
unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan 
bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas 
satu tindak pidana.
d. Surat dakwaan kumulatif
Dalam surat dakwaan kumulatifdidakwakan secara serempak 
beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri.
e. Surat dakwaan kombinasi
Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik 
secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan 
alternatif secara serempak/sekaligus.
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Dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka ini, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsider. Dakwaan subsider itu 
terdiri dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih 
Subsidair. Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3)
KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, dan Lebih Subsidair 
melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka akan Penulis uraikan 
sebagai berikut:
e. Dakwaan Primair
Bahwa Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. SOLEH MULUD 
pada hari Sabtu tangal 26 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 
bertempat di Desa Polinggona Kec. Polinggona Kab. Kolaka atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan pencurian yang didahului, 
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap 
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan Terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagi berikut:
Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dan 
berawal ketika Terdakwa hendak pergi ke pasar Polinggona untuk 
membeli celana namun uang yang Terdakwa miliki tidak cukup sehingga 
timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang di dalam 
rumah saksi korban ANDI ARJUN dan ketika Terdakwa melihat rumah 
saksi korban ANDI ARJUN dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa 
masuk ke dalam rumah saksi korban ANDI ARJUN melalui pintu depan 
warung jualan yang terbuka dan tembus pada ruang makan kemudian dari 
arah depan Terdakwa melihat saksi korban ANDI ARJUN sedang berada 
di dapur sementara buang air kecil sehingga ia masuk secara sembunyi-
sembunyi sambil membawa sebilah badik yang Terdakwa simpan pada 
pinggang sebelah kiri Terdakwa.
Setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa 
langsung menuju kamar tidur saksi korban dan selanjutnya langsung 
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membuka pitu lemari pakaian yang tidak terkunci dan menemukan uang 
pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 
uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) 
lembar pada bagian bawah rak lemari pakaian tersebut lalu kemudian 
Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya dan langsung
membuka lemari yang kedua namun menimbulkan suara ribut dan secara 
tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam kamar dan  mendapati Terdakwa 
yang sedang berada di depan lemari pakaian. 
Dengan melihat Terdakwa selanjutnya saksi korban mengambil 
pisau sabit yang berada dalam kamar dan mengarahkannya kearah 
Terdakwa, namun Terdakwa berusaha menangkisnya sambil menangkap 
tangan dan mendorong saksi korban yang mengakibatkan pisau sabit 
yang saksi korban genggam terjatuh ke lantai, dimana selanjutnya 
Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan dari pinggang kiri 
Terdakwa lalu menikam/menusukkan badik tersebut ke arah bagian perut  
saksi korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa berusaha untuk 
melarikan diri namun saksi korban memegang kerah baju sehingga 
Terdakwa kembali menikam berkali-kali dan secara membabi buta ke arah 
tubuh saksi korban sehingga saksi korban berteriak meminta pertolongan 
lalu setelah itu saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Teriakan saksi korban tersebut terdengar oleh saksi HASNIASA 
yang pada saat itu akan berbelanja di warung saksi korban, Namun saksi 
HASNIASA tidak melihat dimana keberadaan korbansehingga meminta 
saksi ANDI AMIR agar memeriksa rumah saksi korban yang selanjutnya 
saksi ANDI AMIR dan saksi TAHERON masuk untuk memeriksa rumah 
korban dan melihat korban terbaring pada lantai kamar mandi dalam 
keadaan meninggal dunia, dimana saksi ANDI AMIR meminta saksi 
TAHERON agar menjemput istri korban dan setelah istri korban dijemput, 
saksi TAHERON kembali ke dalam kamar dan melihat darah bekas 
telapak tangan di samping tempat tidur sehingga saksi melihat ke arah 
bawah tempat tidur dan menemukan Terdakwa yang sedang 
bersembunyi. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANDI 
ARJUN mengalami:
- Luka di dahi ukuran 2 cm sedalam 2 cm;
- Luka di pipi sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 2,5 cm;
- Luka di wajah sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 2 cm;
- Luka di leher sebelah kanan sebanyak 3 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 3 cm;
- Luka diwajah sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 2 cm sedalam 
3 cm;
- Luka dileher bagian belakang sebanyak 6 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 3 cm;
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- Luka di lengan sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 2 cm;
- Luka di lengan sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 3 cm 
sedalam 2 cm juga ditapak 1 luka dengan ukuran 5 cm sedalam 0,5 
cm;
- Luka di dada sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 3 cm;
- Luka diperut bagian atas pusat sebanyak 1 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 5 cm, di bagian bawah pusat sebanyak 2 dengan ukuran 
masing-masing 2 cm sedalam 15 cm serta didapatkan bagian 
dalam perut keluar;
Sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum (VER) Nomor : 
445/039/VER/PKM.P/IV/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Dwiantari Josiana Sulantrika dari Puskesmas Polinggona pada tanggal 
26 Maret 2011 dengan kesimpulan terdapat 32 luka akibat kekerasan 
benda tajam.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.
f. Subsidair
Bahwa Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. SOLEH MULUD 
pada hari Sabtu tangal 26 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 
bertempat di Desa Polinggona Kec. Polinggona Kab. Kolaka atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai 
dalam dakwaan primair diatas.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 338 KUHP.
g. Lebih Subsidair
Bahwa Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. SOLEH MULUD 
pada hari Sabtu tangal 26 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 
bertempat di Desa Polinggona Kec. Polinggona Kab. Kolaka atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan penganiayaan yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan primair diatas.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
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4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut umum 
kepada majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukannya
sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutannya. Adapun tuntutan penuntut 
umum dalam perkara no 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka adalah sebagai 
berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. SOLEH MULUD 
telah terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan 
ayat (3) KUHP dalam dakwaan PERTAMA kami;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIANTO Als JUNI Bin M. 
SOLEH MULUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
agar Terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan barang bukti berupa:
- Sebilah pisau sabit dengan ukuran panjang besi yang diukur dengan 
cara lurus 34 cm. Lebar pangkal 3 cm dan lebar tengah 5 cm;
- Baju kaos warna putih berlumur darah;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar dan uang pecahan 
Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar;
Dikembalikan kepada saksi ANDI NAIRA binti PETTA TIRO;
- Sebilah pisau badik tanpa warangka dengan panjang besi 19 cm, 
lebar pangkal besi 2 cm, lebar tengah besi 1,8 cm;
- Sarung pisau badik terbuat dari kayu;
Dirampas  untuk dimusnahkan;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
Dirampas oleh negara;
d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah);
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5. Amar Putusan
Dalam perkara nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka, Majelis Hakim 
Memutuskan : 
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa JUNIANTO Alias JUNI Bin M. SOLEH 
MULUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan 
mengakibatkan mati”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- Sebilah pisau sabit dengan ukuran panjang besi yang berukuran 
dengan cara lurus 34 cm, lebar pangkal 3 cm, lebar tengah 5 cm
- Baju kaos warna putih berlumur darah
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 
lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
sebanyak 4 lembar
Dikembalikan kepada saksi ANDI NAIRA binti PETTA TIRO
- Sebilah pisau badik tanpa warangka, sengan panjang besi 19 cm, 
lebar pangkal besi 2 cm, lebar tengah besi 1,8 cm
- Sarung pisau badik terbuat dari kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah sebanyak 3 
lembar.
Dikembalikan kepada Terdakwa JUNIANTO Alias JUNI Bin M. 
SOLEH MULUD.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Analisis Penulis
Berdasarkan posisi kasus salam perkara Nomor 
117/Pid.B/2011/PN.Kolaka, penerapan dakwaan Primair Pasal 365 ayat 
(1) dan ayat (3) KUHP yaitu Pencurian dengan kekerasan, dakwaan 
subsidairitasnya Pasal 338 KUHP yaitu Pembunuhan, dan dakwaan lebih 
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subsidairitasnya adalah Pasal 351 ayat (3) yaitu Penganiayaan yang di 
ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan posisi kasus.
Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan 
pasal yang dilakukan oleh Mejelis Hakim yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat 
(3) KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus 
dipenuhi seluruhnya.
Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) adalah 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa.
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
untuk tetap menguasai barang yang di curi.
3. Mengakibatkan kematian.
Berikut penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur pasal 




Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang pribadi atau 
badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang 
didakwa sebagai pelaku tindak pidana.
Berdasarkan pemeriksaan persidangan, yang didakwa oleh 
Penuntut Umum melakukan tindak pidana pidana adalah Terdakwa 
JUNIANTO alias JUNI bin M. SOLEH MULUD, yang identitasnya 
sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa. 
Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawaban 
segala perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Dengan demikian, unsur Barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau  dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
untuk tetap menguasai barang yang di curi.
Dalam persidangan, Terdakwa terbukti dan mengakui telah 
melakukan pencurian dengan mengambil uang milik korban ANDI ARJUN 
yang ada didalam lemari pakaian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 
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sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
sebanyak 4 lembar. Setelah itu, ketika Terdakwa hendak melarikan diri 
namun tindakan Terdakwa diketahui oleh korban ANDI ARJUN yang 
kemudian mengambil sabit dan mengarahkan kepada Terdakwa namun 
barhasil ditangkis oleh Terdakwa dan balik menyerang korban secara 
membabi buta menggunakan badik milik Terdakwa dengan cara menikam 
secara berulang-ulang. Dari hasil Visum et Repertum (VER) nomor : 
445/039/VER/PKM.P/IV/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Dwiantari Josiana Sulantrika dari puskesmas Polinggona, terdapat 32 luka 
akibat kekerasan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap korban. 
Fakta tersebut menunjukan bahwa Terdakwa mengambil uang milik 
korban ANDI ARJUN tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki 
sendiri dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur kedua ini 
telah terpenuhi.
3. Mengakibatkan kematian
Dipersidangan telah diperoleh fakta yaitu sebelum Terdakwa 
mangambil uang milik korban ANDI ARJUN terlabih dahulu Terdakwa 
masuk ke kamar tidur korban, namun aksi Terdakwa dipergoki oleh 
korban yang menghalangi Terdakwa namun Terdakwa menikam korban 
secara berulang-ulang dan mengakibatkan korban ANDI ARJUN 
meninggal dunia dan mengalami luka di dahi, pipi sebelah kanan, leher 
sebelah kanan, wajah sebelah kiri, leher bagian belakang, lengan sebelah 
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kanan, lengan sebelah kiri, dada, dan perut bagian atas pusat. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai 
dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti yang diuraikan diatas 
yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum et 
Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang 
lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan 
bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan ataupun kesimpulan 
Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa JUNIANTO alias JUNI bin M. SOLEH MULUD yaitu melanggar 
Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) dalam perkara Nomor 
117/Pid.B/2011/PN.Kolaka menurut analisa penulis sudah tepat.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
Putusan Nomor : 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan 
yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku 
tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
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kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan 
disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan 
hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan 
dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang 
dilakukan terdakwa.
. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam 
Putusan Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka :
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam 
membuat keputusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa harus 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, Majelis Hakim 
harus cermat dalam memahami kasus yang terjadi dengan menganalisa 
kebenaran suatu kasus, melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan), 
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan juga hal-hal lain yang 
ada hubungannya dengan perkara agar keputusan  yang diambil oleh 
Majelis Hakim dapat memberi efek jera terhadap Terdakwa dan 
mewujudkan rasa keadilan untuk semua. Adapun hal-hal yang menjadi 
dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa perkara nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kolaka adalah sebagai 
berikut : 
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2011 sekitar pukul 
07.30 WITA, bertempat di rumah korban ANDI ARJUN di Desa  
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polinggona Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. Terdakwa
JUNIANTO Alias JUNI Bin M. SOLEH MULUD telah melakukan 
penikaman/menusuk korban ANDI ARJUN dengan sebilah pisau jenis 
badik sari.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa hendak pergi 
ke Pasar Polinggona untuk membeli celana namun uang yang 
Terdakwa miliki tidak cukup sehingga timbul niat Terdakwa untuk 
mengambil barang berupa uang di dalam rumah saksi korban ANDI 
ARJUN dan ketika Terdakwa melihat rumah saksi korban ANDI 
ARJUN dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam 
rumah saksi korban ANDI ARJUN melalui pintu depan warung jualan 
yang terbuka dan tembus pada ruang makan kemudian dari arah 
depan Terdakwa melihat saksi korban ANDI ARJUN sedang berada d 
dapur sementara buang air kecil sehingga Terdakwa masuk secara 
sembunyi-sembunyi sambil membawa sebilah badik yang Terdakwa
simpan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi 
ANDI ARJUN, Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban 
ANDI ARJUN selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar tidur 
saksi korban ANDI ARJUN selanjutnya Terdakwa langsung membuka 
pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dan Terdakwa menemukan 
uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) 
lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
sebanyak 4 (empat) lembar pada bagian bawah rak lemari pakaian 
tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan 
mengantonginya kemudian Terdakwa membuka lemari yang kedua 
namun menimbulkan suara ribut dan secara tiba-tiba saksi korban 
ANDI ARJUN masuk ke dalam kamar dan  mendapati Terdakwa yang 
sedang berada di depan lemari pakaian.
- Bahwa benar melihat Terdakwa selanjutnya saksi korban ANDI 
ARJUN mengambil pisau sabit yang berada dalam kamar pada 
samping pintu dan mengarahkannya kearah Terdakwa dengan cara 
mengangkat pisau sabit tersebut lalu Terdakwa berusaha 
menangkisnya sambil menangkap tangan dan mendorong saksi 
korban ANDI ARJUN yang mengakibatkan pisau sabit yang saksi 
korban ANDI ARJUN genggam terjatuh ke lantai selanjutnya 
Terdakwa mencabut badik dengan tangan kanan dari pinggang kiri 
Terdakwa lalu menikam/menusukkan badik tersebut ke arah bagian 
perut  saksi korban ANDI ARJUN sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa
berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban ANDI ARJUN 
memegang kerah baju selanjutnya Terdakwa menikam berkali-kali dan 
secara membabi buta ke arah tubuh saksi korban ANDI ARJUN dan 
saksi korban ANDI ARJUN berteriak meminta pertolongan lalu 
Terdakwa mendorong saksi korban ANDI ARJUN hingga sampai ke 
kamar mandi yang berada dalam kamar tersebut setelah itu saksi 
korban ANDI ARJUN terjatuh dan tidak sadarkan diri.
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- Bahwa benar teriakan saksi korban ANDI ARJUN terdengar oleh saksi 
HASNIASA yang pada saat itu akan berbelanja di warung korban 
ANDI ARJUN namun saksi HASNIASA tidak melihat dimana 
keberadaan korban ANDI ARJUN lalu saksi HASNIASA 
menyampaikan kepada saksi ANDI AMIR agar memeriksa rumah 
korban ANDI ARJUN selanjutnya saksi ANDI AMIR dan saksi 
TAHERON masuk untuk memeriksa rumah korban ANDI ARJUN, 
setelah sampai di dalam rumah korban ANDI ARJUN, saksi ANDI 
AMIR dan saksi TAHERON melihat korban ANDI ARJUN terbaring 
pada lantai kamar mandi dalam keadaan meninggal dunia, 
selanjutnya saksi ANDI AMIR menyuruh saksi TAHERON agar 
menjemput istri korban ANDI ARJUN, setelah menjemput istri korban 
ANDI ARJUN, saksi TAHERON kembali ke dalam kamar dan saksi 
TAHERON melihat darah bekas telapak tangan di samping tempat 
tidur sehingga saksi TAHERON menyenter ke arah bawah tempat 
tidur dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah 
tempat tidur dalam kamar korban ANDI ARJUN.
- Bahwa benar akibat penikaman/menusuk dengan pisau tersebut 
korban mengalami:
- Luka di dahi ukuran 2 cm sedalam 2 cm.
- Luka di pipi sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 2,5 cm.
- Luka di wajah sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 2 cm.
- Luka di leher sebelah kanan sebanyak 3 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 3 cm.
- Luka diwajah sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 3 cm.
- Luka dileher bagian belakang sebanyak 6 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 3 cm.
- Luka di lengan sebelah kanan sebanyak 2 dengan ukuran masing-
masing 2 cm sedalam 2 cm.
- Luka di lengan sebelah kiri sebanyak 4 dengan ukuran 3 cm 
sedalam 2 cm juga ditapak 1 luka dengan ukuran 5 cm sedalam 
0,5 cm.
- Luka di dada sebanyak 3 dengan ukuran masing-masing 2 cm 
sedalam 3 cm.
- Luka diperut bagian atas pusat sebanyak 1 dengan ukuran 2 cm 
sedalam 5 cm, di bagian bawah pusat sebanyak 2 dengan ukuran 
masing-masing 2 cm sedalam 15 cm serta didapatkan bagian 
dalam perut keluar.
Dengan kesimpulan terdapat 32 luka akibat kekerasan benda tajam.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam 
menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan 
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dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang  didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan 
terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim memilih untuk 
mempertimbangkan dakwaan PERTAMA yaitu pasal 365 ayat (1) dan ayat 
(3) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur Barangsiapa
Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang pribadi atau 
badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang 
didakwa sebagai pelaku tindak pidana.
Berdasarkan pemeriksaan persidangan, yang didakwa oleh 
Penuntut Umum melakukan tindak pidana pidana adalah Terdakwa 
JUNIANTO alias JUNI bin M. SOLEH MULUD, yang identitasnya 
sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa. 
Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawaban 
segala perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Dengan demikian, unsur Barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau  
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dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.
Dalam persidangan, Terdakwa terbukti dan mengakui telah 
melakukan pencurian dengan mengambil uang milik korban ANDI ARJUN 
yang ada didalam lemari pakaian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 
sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
sebanyak 4 lembar. Setelah itu, ketika Terdakwa hendak melarikan diri 
namun tindakan Terdakwa diketahui oleh korban ANDI ARJUN yang 
kemudian mengambil sabit dan mengarahkan kepada Terdakwa namun 
barhasil ditangkis oleh Terdakwa dan balik menyerang korban secara 
membabi buta menggunakan badik milik Terdakwa dengan cara menikam 
secara berulang-ulang. Dari hasil Visum et Repertum (VER) nomor : 
445/039/VER/PKM.P/IV/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Dwiantari Josiana Sulantrika dari puskesmas Polinggona, terdapat 32 luka 
akibat kekerasan benda tajam yang dilakukan Terdakwa terhadap korban. 
Fakta tersebut menunjukan bahwa Terdakwa mengambil uang milik 
korban ANDI ARJUN tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki 




Dipersidangan telah diperoleh fakta yaitu sebelum Terdakwa 
mangambil uang milik korban ANDI ARJUN terlabih dahulu Terdakwa 
masuk ke kamar tidur korban, namun aksi Terdakwa dipergoki oleh 
korban yang menghalangi Terdakwa namun Terdakwa menikam korban 
secara berulang-ulang dan mengakibatkan korban ANDI ARJUN 
meninggal dunia dan mengalami luka di dahi, pipi sebelah kanan, leher 
sebelah kanan, wajah sebelah kiri, leher bagian belakang, lengan sebelah 
kanan, lengan sebelah kiri, dada, dan perut bagian atas pusat. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai 
dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti yang diuraikan diatas 
yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil visum et 
repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang 
lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan 
bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan ataupun kesimpulan 
Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa JUNIANTO alias JUNI bin M. SOLEH MULUD yaitu melanggar 
Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) dalam perkara Nomor 
117/Pid.B/2011/PN.Kolaka menurut analisa penulis sudah tepat.
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2. Pertimbangan Subyektif Hakim
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu 
diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian 
juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di 
Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga 
nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis 
(kemanfaatan),dan folosofis (keadilan).
Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakankan, bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus 
suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek 
yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek 
sosiologisnya. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan rasa  
keadilandari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. 
Dengan demikian, diharapakan tercipta putusan yang mendekati rasa 
keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan 
kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga 
peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly 
adalah:
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a. Hal-hal yang memberatkan:
1. Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ANDI ARJUN 
meninggal dunia
d. Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa masih muda
Dari pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan 
hakim hanya terfokus kepada Terdakwa dan tidak melihat kerugian yang 
dialami oleh korban dan keluarga korban. Hal tersebut penting untuk 
mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Setelah 
mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, hakim menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap Terdakwa JUNIANTO Alias JUNI Bin M. SOLEH MULUD 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan.
3. Analisis Penulis
Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan 
serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, 
keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun 
pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
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Terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi Terdakwa pada saat melakukan 
perbuatan pidana.
Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sudah 
tepat. Dalam hal ini Terdakwa yang masih tergolong anak di bawah umur 
yang masih memiliki cita-cita dan masa depan kemudian Majelis Hakim 
menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Terdakwa 
lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 (enam) tahun 
penjara serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 ayat (2) huruf a, tentang pidana pokok 
yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, Jo Pasal 26 ayat (1), tentang 
lama hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di 
atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis tentang penerapan hukum pada putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka nomor 
117/Pid.B/2011/PN.Kolaka yang menyatakan bahwa terdakwa 
JUNIANTO alias JUNI bin M.SOLEH MULUD telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian 
dengan kekerasan yang mengakibatkan mati” dengan korban ANDI 
ARJUN yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, 
sesuai fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan 
Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang bukti, 
Visum et Repertum (VER), dan keterangan Terdakwa. Majelis 
Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun. Hukuman 
tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 
(enam) tahun penjara. 
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 
terhadap Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum yaitu 6 (enam) tahun penjara, Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Kolaka memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 ayat (2) huruf a, tentang 
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pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, Jo Pasal 
26 ayat (1), tentang lama hukuman yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman 
pidana bagi orang dewasa sebagai dasar pertimbangan. Pidana 
penjara yang di jatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata 
dilakukan karena untuk kepentingan anak (Terdakwa) dan untuk 
kepentingan masyarakat sesuai  Pasal 45 Undang-undang Nomor
3 Tahun 1997.
B. Saran
Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bagi Majelis Hakim, untuk mengurangi terjadinya tindak pidana 
tidak  hanya karena semata-mata keputusan yang sesuai dan tepat 
dari hakim, dimana hakim mempunyai andil besar dalam 
menurunnya atau meningkatnya angka tindak pidana yang terjadi 
dimasyarakat. Yang artinya, bahwa dalam hal menjatuhkan 
putusan hakim harus mampu memberikan efek jera bagi Terdakwa
dan memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan 
tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya. Juga sikap 
waspada dan hati-hati dari masyarakat untuk tidak memberikan 
kesempatan terjadinya suatu tindak pidana karena bagaimanapun 
terjadinya suatu tindak pidana di dalam masyarakat bukan semata-
mata hanya karena ada niat dari pelaku kejahatan melainkan juga 
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karena adanya kesempatan yang dapat memunculkan niat untuk
melakukan tindak pidana.
2. Untuk pemerintah setempat, Penulis mengharapkan agar 
memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil dengan memberikan 
lapangan pekerjaan yang layak sehingga dapat memberikan 
kesejahteraan bagi mereka. Karena dalam hal ini yang melatar 
belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah latar 
belakang ekonomi kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan 
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